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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di jaman yang semakin maju ini, dunia usaha semakin bergerak
dinamis, para pelaku usaha selalu mencari inovasi-inovasi baru dalam
memajukan usahanya. Hal ini sangat terasa di era globalisasi saat ini yaitu
dimana peluasan dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan
territorial dunia. Salah satu inovasi yang saat ini sangat berkembang bagi
pelaku bisnis yaitu pengembangan usaha melalui system franchise yang di
Indonesia disebut juga sebagai waralaba. Sistem ini dirasa bagi usahawan
sangat efektif dan tepat guna mengembangkan suatu perusahaan dikarenakan
tidak perlu membutuhkan investasi langsung namun melibatkan kerja sama
dengan pihak lain. Keberadaan bisnis waralaba pasti membawa konsekuensi
logis terhadap dunia hukum, yang dirasa memerlukan pranata hukum yang
memadai guna mengatur bisnis tersebut di suatu Negara, guna terciptanya
kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam
bisnis ini.

Dengan teknologi, pengetahuan, dan penemuan berbagai hal yang
spesifik serta sedikit lebih berkembang atau inovatif, para pengusaha dapat
menawarkan kelebihan-kelebihan serta kemampuan yang dimiliki oleh
perusahaan maupun usahanya kepada para pihak lain guna menjalankan
usahanya hingga bentuk-bentuk lisensi seperti yang kita kenal dewasa ini

bersifat komprehensif.



Perkembangan di dunia usaha ternyata tidak berhenti disitu saja, para
pengusaha tidak hanya membicarakan persoalan keseragaman didalam Hak
atas Kekayaan Intelektual yang di lisensikan, namun juga kewajiban untuk
menjalankan serta mematuhi seluruh perintah yang dikeluarkan dan termasuk
sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang di beri lisensi tersebut. Maka
dengan itu mulailah berkembang franchise (Waralaba) guna alternative dalam
perkembangan usaha para pelaku usaha. Franchise (Waralaba) ini
kenyataannya mengandalkan kemampuan para mitra usaha didalam
mengembangkan dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha waralaba melalui
tata cara, proses serta sesuatu aturan yang telah di tentukan oleh pengusaha
pemberi waralaba (Franchisor). Di dalam aturan main franchise (waralaba)
ini pihak pemilik modal atau yang disebut dengan istilah franchise diberikan
lisensi sebagai bagian dari bentuk kepatuhan franchise terhadap aturan-aturan
main di dalam Kkerjasama tersebut franchise diberikan hak untuk
memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual dan system kegiatan
operasional dari perusahaan yang di franchise tersebut baik dalam pemakaian
merk dagang, merk jasa, hak cipta logo, desain industry, bumbu rahasia,
system manaemen, desain outlet, dan sebagainya. Namun dapat dikatakan
bahwa pemakaian Hak atas Kekayaan Intelektual Pewarabala mendapatkan
royalti atau pembayaran atas penggunaan asset yang tak berwujud dari
Franchise. Secara umum Franchise memiliki pengertian suatu pemberian hak
oleh franchisor kepada franchisee guna memanfaatkan ke ciri khasan
usahanya termasuk identitas perusahaan sehingga keciri khasan usaha

tersebut sama dengan usaha milik franchisee.



Sehingga dengan begitu kita mengetahui bahwa waralaba digunakan
guna sarana pengembangan usaha tanpa batas ke seluruh bagian-bagian
negara manapun di dunia. Dengan begitu franchisor atau pewarabala harus
mengetahui dengan sungguh-sungguh aturan-aturan hukum yang dipakai saat
ini dan dinegara manapun waralaba akan diberikan atau yang akan di
kerjasamakan , agar dikemudian hari franchisee atau penerima waralaba tidak
berubah dari mitra usaha menjadi competitor.

Sejarah waralaba pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850-an di
Amerika Serikat sesungguhnya dalam praktek sudah banyak dan dipakai lama
didalam kancah internasional. Namun secara yuridis di Indonesia baru diatur
pada tahun 1997 tepatnya pada 18 Juni 1997 dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Rl NO. 16 Tahun 1997 tentang waralaba, dan Keputusan Menteri
Perindustrian ~ dan Perdagangan Republik Indonesia ~ Nomor
259//MPP/Kep?7/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Namun dengan demikian
diubah menjadi Peraturan Pemerintah Rl No. 42 Tahun 2007 dan Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia No0.31/M-DAG/PER/8/2008
tentang Penyelenggaraan Waralaba kemudian keluar lagi Permendag terbaru
Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Sejak satu dekade terakhir berbisnis dengan cara waralaba sangat
banyak peminatnya di Indonesia seperti perusahaan maupun industri
contohnya yaitu makanan, minuman, salon, bengkel, apotik, Pendidikan, cafe,
maupun minimarket dan lain sebagainya. Waralaba dalam bidang

perdagangan ini merupakan salah satu sistem yang di anggap sangat banyak



menguntungkan, ini sudah dibuktikan oleh berbagai perusahaan nasional
maupun internasional. Namun aturan-aturan hukum waralaba dirasa belum
lengkap dengan melihat peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri baru di
atur dalam 1 peraturan saja sehingga dengan begitu peraturan mengenai
waralaba dirasa belum memadai mengingat banyak bisnis waralaba yang
berkembang di jaman sekarang sehingga apabila terjadi suatu masalah
hukum yang menyangkut perjanjian diantara mereka masih sulit untuk diatasi
oleh pihak yang berwajib. Hal ini perlu dihindari agar tidak terjadi sesuatu
yang tidak diinginkan seperti kerugian karna tidak terpenuhinya kewajiban di
salah satu pihak karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi
mereka.

Oleh karena itu pengaturan tentang waralaba bagi para pihak yang
akan menjalankan suatu usaha sangat di tetapkan oleh perjanjian mereka itu
sendiri yang disusun dan dibuat oleh kedua belah pihak. Pembuatan kontrak
perjanjian bisnis mereka adalah suatu peristiwa penting didalam proses kerja
sama bisnis mengingat didalam kontrak tersebut akan di tulis segala sesuatu
yang bertautan dengan penyelenggaraan kerja sama dan menjadi suatu
patokan atau Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam perumusan dan pembuatan suatu kontrak perjanjian para pihak
diberi kebebasan oleh Undang-Undang untuk menetapkan materi-materi dari
perjanjian yang akan dibuat mereka dan dengan siapa saja mereka akan
mengikatkan diri dalam suatu perjanjian mereka tersebut namun dengan
catatan tidak diperbolenkan bertentangan atau melanggar syarat sah

perjanjian sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdata.



Perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang mengikat satu sama lain antara
franchisor dan franchisee sebagai acuan atau Undang-undang bagi kedua
belah pihak yang membuat kontrak perjanjian waralaba. Namun perlu diingat
bahwa perjanjian tersebut bukan berarti tanpa campur tangan pemerintah
karena pematasan oleh pemerintah dapat dilihat dari kewajiban para pihak
untuk mencantumkan klausula-klausula tertentu didalam perjanjian yang
mereka buat. Hal tersebut dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang guna
memberi perlindungan hukum. Pembatasan lainnya didalam kebebasan
berkontrak adalah dengan munculnya bentuk kontrak-kontrak standard atau
baku.

Hukum pada prinsipnya guna melindungi kepentingan-kepentingan
manusia di dunia ini. Dalam tiap hubungan-hubungan hukum termasuk
perjanjian harus ada keseimbangan antar para pihak yang bersangkutan
supaya tidak terjadi suatu pertikaian, namun pada kenyataanya tidak selalu
seperti yang diharapkan. Selalu terdapat kemungkinan-kemungkinan salah
satu pihak memiliki kedudukan yang kuat dari pihak lawannya entah dari segi
ekonomi maupun teknologi dan penemua-penemuan yang lebih spesifik.
Dalam hal ini salah satu pihak lebih memiliki peluang-peluang untuk lebih
diuntiungkan dalam suatu perjanjian. Namun, kerja sama waralaba lebih
dirasa saling symbiosis mutualisme dikarenakan prinsip waralaba yang ingin
sama-sama mengembangkan usaha yang sama antara pihak franchisor
maupun franchisee.

Awal mulanya dasar dari sistem kerjasama waralaba memiliki jangka

waktu yang berlaku dan akan berakhir dengan sendirinya yang telah diatur di



dalam kontrak perjanjian pemberian waralaba kecuali jika franchisee
memperpanjang dan memperbaharui kontrak waralaba dengan franchisor.
Dalam Keputusan Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan  No.
259/MPP/KEP/1997 Pasal 8 yang mengatur tentang jangka waktu perjanian
waralaba ditentukan bahwa berlakunya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Adapun ketentuan-ketentuan yang umumnya diatur dalam suatu
perjanjian waralaba yakni terkait dengan hak dan kewajiban para pihak,
biaya-biaya yang harus ditanggung dan juga terkait jangka waktu perjanjian
waralaba tersebut.

Kedai kopi kulo merupakan salah satu usaha di bidang minuman yang
melakukan waralaba dalam pengembangan bisnisnya. Usaha minuman ini
menyediakan berbagai macam minuman dengan kopi sebagai menu andalan.
Kedai kopi kulo telah memiliki jangkauan waralaba yang cukup luas dengan
merambah di kota-kota besar salah satunya seperti yang akan penulis teliti
yaitu di Sulawesi Selatan.

Setiap pemberi waralaba pada umumnya termasuk kedai kopi kulo
memiliki perjanjian standar yang akan ditawarkan kepada calon penerima
waralaba untuk disepakati, dimana bentuk dan isi perjanjian tersebut sudah
ditentukan oleh pemberi waralaba. Adapun perjanjian waralaba pada kedai
kopi kulo dinamai dengan perjanjian kerjasama kedai kopi kulo.

Melihat dari perjanjian waralaba yang sudah-sudah ditemukan fakta
bahwa terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh mitra usaha atau franchisee
terhadap perjanjian waralaba seperti pada kasus waralaba Bakso Tengkleng

Mas Bambang yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban semestinya. Maka



perlindungan hukum sangat penting untuk mengetahui dan memberikan
kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan
kewajibannya. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, akan
tercipta rasa aman dan percaya bagi para pihak dalam perjanjian waralaba
serta diharapkan bisnis waralaba akan berkembang lebih pesat dan dapat terus
berkontribusi bagi sektor ekonomi domestik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PARA
PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA KEDAI KOPI KULO DI

SULAWESI SELATAN”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka
penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam
pelaksanaan perjanjian waralaba kedai kopi kulo di Sulawesi
Selatan?

2. Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba kedai kopi

kulo di Sulawesi Selatan?



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam
permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat dan mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum bagi para
pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba kedai kopi kulo di Sulawesi
Selatan.

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal
terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba kedai kopi kulo

di Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara
teoritis maupun praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Secara Teoritis
Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam
pelaksanaan perjanjian waralaba kedai kopi kulo dan upaya yang nantinya
dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam
pelaksanaan perjanjian waralaba kedai kopi kulo.
2. Manfaat Secara Praktis
Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi

mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah



pengetahuan tentang Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam

pelaksanaan perjanjian waralaba kedai kopi kulo.

E. Kerangka Pemikiran

Aktivitas Franchising dalam bentuknya yang banyak ditemui saat ini
merupakan suatu fenomena bisnis yang baru. Sistim ini sudah dipakai di
Indonesia walaupun belum ada badan yang menampung atau mengikuti
perkembangan bidang ini. Juga Franchise dan sistem Franchise masih sangat
terbatas yang paham. Namun di Indonesia berlaku dua UU yang menjadi
dasar pemberian perlindungan hukum kepada hak milik intelektual
perusahaan, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan adanya UU
Paten memungkinkan Franchisor memperoleh perlindungan hukum terhadap
kemungkinan adanya usaha peniruan. Hal yang dapat dipatenkan mencakup
antara lain teknologi dan proses produksi.

Franchise atau waralaba pada hakekatnya merupakan strategi
pemasaran yang bertujuan untuk memperluas jangkauan usaha untuk
meningkatkan mangsa pasar atau penjualannya. Pengembangan usaha
semakin cepat dengan dana yang relatif terbatas, karena dengan melibatkan
investor lain untuk turut serta menggunakan pengalaman, hak kekayaan
intelektual, sistem atau cara kerja serta ketrampilan yang dimilikinya.

Pengembangan usaha melaluhi  waralaba pada dasarnya

mengembangkan usaha secara cepat memakai modal pihak lain, tentu saja



10

resikonya juga ditanggung oleh penerima waralaba. Penerima waralaba akan
mendapatkan pelatihan, sistem, hak kekayaan intelektual, bahkan peralatan
maupun bahan baku, tanpa harus memiliki pengalaman usaha lebih dahulu.
Adapun pemberi waralaba mempunyai hak untuk mendapatkan Franchise fee
atas penggunaan merek dan sistem, yang diterimakan pada awal perjanjian
untuk suatu jangka waktu tertentu biasanya sekurang-kurangnya lima tahun.
Selain itu juga mendapatkan royalti dari penerima waralaba, yang berupa
persentase dari nilai penjualan setiap bulannya.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 1997
tentang Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 42/2007 tentang Usaha Waralaba, dinyatakan:

“Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk
memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau
penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu
imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut,
dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.”

Dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa waralaba
merupakan suatu perikatan/perjanjian antara dua pihak. Sebagai perjanjian
dapat dipastikan semua ketentuan dalam hukum perdata (KUHPerdata)
tentang perjanjian (Pasal 1313), sahnya perjanjian (Pasal 1320) dan ketentuan
Pasal 1338. Dengan demikian, apabila pihak pewaralaba pihak asing,
sedangkan terwaralaba adalah Indonesia, maka perjanjiannya terikat pada

Peraturan Pemerintah Nomor 42/2007 tentang Usaha Waralaba.
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Dasarnya, waralaba berkenan dengan pemberian izin oleh seorang
pemilik waralaba (Franchisor) kepada orang lain atau beberapa orang untuk
menggunakan sistem atau cars pengoperasian suatu bisnis. Pemberian izin ini
meliputi untuk menggunakan hak-hak pemilik waralaba yang berada dibidang
hak milik intelektual (intelectual property rights). Pemberian izin ini
kadangkala disebut dengan pemberian izin lisensi.

Perjanjian lisensi biasa tidak sama dengan pemberian (perjanjian)
lisensi waralaba. Kalau pada pemberian (perjanjian) lisensi biasanya hanya
meliputi pemberian izin lisensi bagi penggunaan merek tertentu. Sedangkan
pada waralaba, pemberian izin lisensi meliputi berbagai macam hak milik
intelektual, Keseluruhan hak-hak milik intelek bahwa alat-alat dibeli atau
disewakan darinya. Selain yang disebut diatas perjanjian waralaba
(Franchising). Pemberian lisensi hukum tentang Hama perniagaan, merek,
model, desain dan sebagainya. Bidang-bidang hukum itu dapat
dikelompokkan dalam bidang hukum perjanjian dan dalam bidang hukum
tentang hak milik intelektual.

Selanjutnya bagaimana format perjanjian waralaba? Apakah
bentuknya harus otentik dalam akta notaris? Peraturan Pemerintah Nomor
42/2007 tentang Usaha Waralaba tak menjelaskannya. Hanya saja dalam PP
ditentukan, perjanjian waralaba dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan,
perjanjian waralaba tak perlu dalam bentuk akta notaris. Para pihak dapat

membuat sendiri atau biaya disebut di bawah tangan dengan mengikuti
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ketentuan KUHPerdata. Namun demikian, agar terjamin kepastian hukumnya,
menurut penulis maka perjanjian waralaba tersebut dibuat dalam bentuk akta
otentik yang dibuat oleh notaries.

Selanjutnya PP ini mewajibkan pemberi waralaba sebelum
mengadakan perjanjian dengan penerima waralaba memberikan keterangan
menyangkut kegiatan usahanya, hak atas Haki-nya, hak dan kewajiban
masing-masing pihak, persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba,
pengakhiran perjanjian, pembatalan dan perpanjangan perjanjian.

Keterangan-keterangan berikut perjanjian waralaba tersebut harus
didaftarkan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan oleh penerima
waralaba paling lambat 30 hari sejak berlakunya perjanjian waralaba. Bila tak
dilakukan, maka pencabutan izin usaha perdagangan (SIUP) dapat dilakukan.
Sebagai pelaksana PP, pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan
Perdagangan menerbitkan keputusan No: 259/ MPP/Kep/7/1997 yang antara
lain mengatur tentang jangka waktu perjanjian waralaba.

Selain itu, disyaratkan pula untuk mengutamakan penggunaan barang
dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar
mutu barang dan jasa sesuai perjanjian waralaba. Di dalam Undang-Undang
Merek No 15 tahun 2001 sendiri tidak diatur secara khusus tentang waralaba,
hanya dalam Pasal 43 Ayat (1) dikatakan, pemilik merek terdaftar berhak
memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memakai merek tersebut dengan

perjanjian dan wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Haki.
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Selain itu pada dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk
pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda dengan pengertian lisensi pada
umumnya, waralaba menekankan pada kewajiban untuk menggunakan
sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun
hal-hal lain yang ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta
tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi.

Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif,
Seorang atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan
untuk melakukan kegiatan lain yang sejenis atau yang berada dalam suatu
lingkungan yang mungkin menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha
waralaba yang diperoleh olehnya dari pemberi waralaba.

Perjanjian waralaba tersebut merupakan salah satu aspek perlindungan
hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini
dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk
menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak
melanggar isi perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang
melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) memuat kumpulan
persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh
Franchisor bagi para Franchisee-nya. Di dalam perjanjian waralaba
tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban Franchisee dan
Franchisor, misalnya hak teritorial yang dimiliki Franchisee, persyaratan

lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh
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Franchisee kepada Franchisor, ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian
waralaba dan perpanjangannya dan ketetentuan lain yang mengatur hubungan
antara Franchisee dengan Franchisor.

Hal-hal yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan merupakan
das sollen yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian waralaba. Jika
para pihak mematuhi semua peraturan tersebut, maka tidak akan muncul
masalah dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Akan tetapi sering terjadi
das sein menyimpang dari das sollen. Penyimpangan ini menimbulkan
wanprestasi. Adanya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah
satu pihak. Terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan
perjanjian waralaba ini berlaku perlindungan hukum bagi pihak yang
dirugikan, yaitu pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada
pihak yang menyebabkan kerugian.

Seperti perjanjian pada umumnya ada kemungkinan terjadi
wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Wanprestasi terjadi
ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera di
dalam perjanjian waralaba. Jika karena adanya wanprestasi, salah satu pihak
merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pihak
yang wanprestasi untuk memberikan ganti rugi kepadanya. Kemungkinan
pihak dirugikan mendapatkan ganti rugi ini merupakan bentuk perlindungan
hukum yang diberikan oleh hukum positif di Indonesia.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam

perjanjian waralaba tergantung kepada siapa yang melakukan wanprestasi
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tersebut. Wanprestasi dari pihak Franchisee dapat berbentuk tidak membayar
biaya waralaba tepat pada waktunya, melakukan hal-hal yang dilarang
dilakukan Franchisee, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam sistem waralaba, dan lain-lain. Wanprestasi dari
pihak Franchisor dapat berbentuk tidak memberikan fasilitas yang
memungkinkan sistem waralaba berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak
melakukan pembinaan kepada Franchisee sesuai dengan yang diperjanjikan,
tidak mau membantu Franchisee dalam kesulitan yang dihadapi ketika
melaksanakan usaha waralabanya, dan lain-lain.

Asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan secara sempurna dalam
perjalanan waralaba (Franchise) bahkan kehendak bebas tidak dapat terwujud
secara mutlak namun semata-mata hanya untuk mewujudkan kepentingan
umum. Dalam perjanjian waralaba (Franchise Agreement) yang tersisa dari
penerapan asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan pihak
Franchisor untuk menentukan atau memilih patner bisnis sebagai Franchisee,
karena kebebasan menentukan isi dan bentuk perjanjian sudah tidak ada lagi
dengan dituangkannya Franchisee Agreement dalam bentuk perjanjian baku.

Bagi Franchisor perjanjian baku (standart form contract) karena
keinginan penyeragaman (uniformnity), kedayagunaan (efisiensi) dan
pengawasan (control) yang lebih mudah. Hal ini sebagai bentuk perlindungan
pemerintah terhadap pihak yang lemah (Franchisee), berdasarkan Pasal 4
ayat 1 dan 2 PP No. 42/2007 dibuat dalam bentuk tertulis antara Franchisor

dan Franchisee.
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Franchisee perlu memperoleh perlindungan hukum dari pemutusan
perjanjian secara sewenang-wenang Franchisor. Jika terjadi pemutusan
perjanjian sepihak, Franchisee adalah pihak yang dirugikan, karena sejak
awal Franchisee sudah membayar biaya sebagai imbalan, kompensasi
langsung saat awal disepakatinya Franchise agreement.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 259/MPP/KEP/7/1997 tanggal
30 Juli 1997 menentukan jangka waktu minimal 5 tahun bagi masa
berlakunya perjanjian waralaba. Jika perjanjian tersebut diputuskan oleh
Franchisor sebagai pemberi waralaba, maka sebelum Franchisor menentukan
,Franchisee yang baru, harus diselesaikan lebih dulu segala permasalahan
yang timbul dengan Franchisee lama, termasuk persoalan ganti rugi.

Apabila permasalahan ini belum terselesaikan maka tidak akan
diterbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Franchisee
yang baru, berdasarkan Pasal 8 Kep Memperindag disebutkan bahwa jangka
waktu perjanjian waralaba berlaku paling sedikit selama 5 (lima) tahun. Jika
perjanjian tersebut diputuskan oleh Franchisor, maka sebelum menunjuk
Franchisee yang barn harus diselesaikan terlebih dahulu segala permasalahan
yang timbul dengan Franchise yang lama termasuk persoalan ganti rugi
sehingga sebelum permasalahan ini diselesaikan, maka tidak akan diterbitkan

STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) untuk Franchise yang baru.
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F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang
merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian
pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.® Sehingga akan
dideskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi sebenarnya
yang terjadi atau nampak di lapangan untuk kemudian diperoleh analisa
dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang perlindungan Hukum bagi
para pihak dalam pelaksanaan perjanjian franchise kedai Kopi Kulo di
Sulawesi Selatan.
Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum
doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library
research),? yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dinamakan penelitian
hukum kepustakaan. * Dalam penelitian ini penulis akan melakukan

analisis terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti.

him. 23

Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,

2 Sugianto Darmadi, 1998, Kedudukan llmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat, Bandung:

Bandar Maju, hIm.66.

¥ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Cet V, Jakarta:

Rajawali Pers, him. 13.
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3. Jenis Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi data sekunder.
Data sekunder merupakan data berupa bahan-bahan hukum yang terdiri
dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan
bahan hukum sekunder.* Bahan hukum primer merupakan bahan hukum
yang bersifat mengikat yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan
perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang
digunakan adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Waralaba.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang
hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan
jurnal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan
merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat
yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara

mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah

*Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum (Buku
Pegangan Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, him. 8
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seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan perundang-undangan, serta
penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan materi
penelitian serta dari perjanjian kerjasama untuk mengumpulkan bahan data
primer.
5. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam
bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan
menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang
bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.” Data
kualitatif dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian akan
berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian yang

berasal dari beberapa catatan lapangan.

G. Sistematika Penulisan
Agar lebih mudah di dalam melakukan pemahaman terhadap hasil
penelitian, maka penulis akan membagi penulisan hukum menjadi empat bab
yang setiap babnya dibagi menjadi sub-sub bagian. Adapun sistematika
penulisan hukum sebagai berikut:
BAB | Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, Rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode

penelitian, dan sistematika skripsi.

>Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Banyumedia Publishing, him. 242
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BAB Il Tinjauan pustaka berisikan mengenai tinjauan umum
mengenai perjanjian, tinjaun umum tentang waralaba dan bentuk-bentuk
franchise dan pihak-pihak terkait di dalamnya.

BAB Il Hasil penelitian dan Pembahasan yang diuraikan tentang
perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba
kedai kopi kulo di Sulawesi Selatan dan upaya yang dapat ditempuh oleh para
pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba
kedai kopi kulo di Sulawesi Selatan.

BAB IV Penutup berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian.



